Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 152/Pdt.G/2018/PA.Bky
el e )l A sy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama, Ketua Majelis Hakim telah menjatuhkan
penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Serukam, 07 Maret 1995, agama Islam,
Pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat
tinggal di Kabupaten Bengkayang, (gudang Garam / Pak Olak),
sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Singkawang, 15 November 1991, agama
Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal

di, Kota Singkawang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 23 April 2018
telah mengajukan perkara cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
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Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 152/Pdt.G/2018/PA.Bky,

tanggal 23 April 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2017 Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang,

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : , tanggal 24 Februari 2014;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah

orang tua Pengugat, terakhir kembali tinggal di rumah orang tua Tergugat;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan
hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikarunia seorang

anak :

1. Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 21 Juni 2014,Sekarang

berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun terakhir rumah tangga Penggugat

dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

5. Bahwa, adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran

antara Penggugat dan Tergugat adalah di karenakan :

a. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin;
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6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
semakin tajam dan memuncak pada tanggal 21 Maret 2018 vyang

disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin;

7. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat tersebut berujung pada kejadian Penggugat pergi dari rumah milik
orang tua Tergugat sejak 21 Maret 2018 dan sejak itu pula Penggugat dan
Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Kabupaten

Bengkayang (Gudang Garam / Pak Olak);

8. Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi
dan Tergugat juga sudah tidak pernah berusaha menemui dan sudah tidak
perduli apalagi memberi nafkah kepada Penggugat, komunikasi antara

Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjalin dengan baik;

9. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan
cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Tergugat

namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Tergugat;

10.Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa
rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi

dan memilih untuk bercerai dari Tergugat;

11.Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul

akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Bengkayang Cg. Majelis Hakim agar memeriksa dan

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :
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1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra dari Tergugat (Tergugat) terhadap

Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang

berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat datang menghadap pada saat sidang
pertama dan kedua, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak hadir dan tidak
pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun
menurut relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan, Penggugat dan
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak

datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya biaya perkara untuk memanggil kembali Penggugat
tidak mencukupi sehingga persidangan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana

mestinya;

Bahwa telah dilakukan teguran oleh Panitera Pengadilan Agama
Bengkayang Nomor : W14-A8/818/HK.05/VII/2018, tertanggal 18 Juli 2018,
yang pada pokoknya telah menegur Penggugat agar dalam waktu 1 (satu)
bulan sejak diterimanya teguran ini, memenuhi pembayaran sejumlah Rp.
180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran

biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu
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tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Penggugat akan dibatalkan

pendaftarannya;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama
Bengkayang Nomor W14-A8/1016/HK.05/1X/2018, tertanggal 4 September
2018 yang menerangkan pada pokoknya bahwa kekurangan biaya perkara

Nomor 152/Pdt.G/2018/PA.Bky tersebut belum dibayar;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti

diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hanya datang menghadap
dipersidangan pada sidang pertama dan kedua dan pada sidang selanjutnya
Penggugat dan Tergugat tidak hadir meskipun telah diberitahu dalam
persidangan dan telah juga dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya biaya

panjar perkara tidak cukup untuk melakukan pemanggilan Penggugat;

Bahwa telah dilakukan teguran oleh Panitera Pengadilan Agama
Bengkayang yang pada pokoknya telah menegur Penggugat agar dalam waktu
1 (satu) bulan sejak diterimanya teguran ini, memenuhi pembayaran sebagai
kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan
apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Penggugat akan

dibatalkan pendaftarannya;

Menimbang bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan
Agama Bengkayang yang menerangkan pada pokoknya bahwa kekurangan

biaya perkara Nomor 152/Pdt.G/2018/PA.Bky tersebut belum dibayar;
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Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka ternyata

bahwa Penggugat telah tidak memenuhi isi surat teguran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan angka 3 huruf ¢ Surat Edaran
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tentang
penyelesaian perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama yang kurang

biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Ketua
Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh

berperkara, sehingga cukup alasan untuk membatalkan perkara Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah
diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara

dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Membatalkan perkara nomor 152/Pdt.G/2018/PA.Bky;

2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
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Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Bengkayang, pada hari selasa,
tanggal 4 September 2018 M, bertepatan dengan 23 Zulhijjah 1439 H, oleh

Arsyad, S.H.l..sebagai Ketua Majelis perkara bersangkutan;

Ketua Majelis

Arsyad, S.H.I.
Perincian Biaya Perkara:
1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor : Rp 50.000,-

3. Biaya Panggilan Penggugat : Rp  360.000,-

4. Biaya Panggilan Tergugat : Rp  140.000,-
5. Biaya Meterai " Rp 6.000,-
6. Biaya Redaksi - Rp 5.000,-

Jumlah : Rp 591.000,-
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